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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data dan wawancara dengan narasumber

mengenai perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

dalam proses peradilan yaitu :

1. Dalam semua tahap proses peradilan seorang anak pelaku tindak

pidana memperoleh perlakuan khusus yang membedakannya dengan

proses peradilan untuk orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut

terdapat pada Undang-Undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun

1997). Perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan

sebagai yang belum terbukti bersalah, suasana tanya jawab

dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan

tidak takut, setiap anak mempunyai hak untuk dilakukan sidang

tertutup, para petugas tidak menggunakan pakaian seragam, tetapi

memakai pakaian bebas resmi, setiap anak berhak untuk dapat

berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, untuk anak berusia

dibawah 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orang

tuanya untuk dibina.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan peradilan terhadap anak

pelaku tindak pidana dalam proses peradilan :

a. Kendala Intern :
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1) Tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan

persidangan anak.

2) Sumber daya manusia Hakim anak perlu ditambah dan

dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang

Peradilan Pidana Anak dan tentang perlindungan anak

b. Kendala ekstern yang diperoleh dari proses peradilan terhadap

anak pelaku tindak pidana sebagian besar adalah terdapat pada

keluarga anak sebagai pelaku tersebut. Hal ini disebabkan

karena keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut tidak

percaya bahwa anaknya telah melakukan sebuah tindak pidana.

Orang tua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah

memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Sehingga mereka

tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan

melanggar hukum atau tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas maka untuk mengakhiri

penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan

pokok permasalahan :

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana

dalam proses peradilan hendaknya anak diberikan perlindungan yang

maksimal supaya hak-hak anak terpenuhi.
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2. Perlunya kerja sama yang baik antar instansi yang terkait dengan

proses peradilan anak.

3. Perlunya diadakan ruangan sidang yang khusus untuk melakukan

persidangan anak di setiap tingkat peradilan.

4. Perlunya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang terpisah dengan

penjara orang dewasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa bentuk hukuman yang terbaik bagi anak yang melakukan

tindak pidana adalah dengan memberikan treatment atau penyuluhan atau

pembinaan kepada si anak agar tidak mengganggu kondisi psikologisnya dan

tetap memenuhi hak-hak si anak karena tidak terbelenggu terali besi sehingga

diharapkan masa depan si anak tetap cerah sesuai dengan cita-citanya demi

kemajuan bangsa Indonesia.
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